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	The village administration currently has a strategic position in the practice of development and community empowerment, financial excellence is also an important factor in supporting these activities, however, creativity and innovation are also important things that must be done by the village government to develop the potential and advantages of the area they have. So that it can become a strong and competitive village. Apart from this, villages are currently required to collaborate with other parties outside the government, so that they can support each other. This collaboration model can be developed for various activities. From this activity, it is hoped that good ideas can be used as triggers. development in the village. The conditions in Bungkal Village, Bungkal District, Ponorogo Regency have a very unique and interesting cultural wealth to develop, so that it can continue to be preserved, it is hoped that this Collaborative Governance model can be a way to develop the arts, so that villages become trained accustomed to carrying out various measurable development programs. This collaborative model can be implemented between the village government and academics, as well as artisans and kongkil artists, so that concrete steps can be taken for its existence and existence.
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	Pemerintahan desa saat ini memiliki posisi strategis dalam praktik pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, keunggulan finansial juga menjadi salah satu  faktor penting dalam mendukung aktifitas tersebut, walaupun demikian, kreatifitas dan inovasi juga menjadi hal penting yang harus dilakukan pemerintah desa untuk mengembangkan potensi dan keunggulan wilayah yang dimiliki, supaya bisa menjadi desa yang kuat dan berdaya saing. Selain hal tersebut saat ini desa di tuntut untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain di luar pemerintah, supaya bisa saling dukung support, model kolaborasi ini yang bisa di kembangkan untuk berbagai aktifitas, dari kegiatan ini diharapkan akan dapat ide-ide bagus yang dapat dijadikan pemantik pembangunan di desa. Kondisi yang ada di Desa bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo  memiliki kekayaan budaya yang sangat unik serta menarik untuk di kembangkan, supaya agar dapat terus dilestarikan, model Collaborative Governance ini diharpakan bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan kesenian, sehingga desa menjadi terlatih dan juga terbiasa melakukan berbagai program pengembangan yang terukur. Model aplikatif kolaborasi ini bisa lakukan antara pemerintah desa dengan akademisi, sekaligus pengrajin dan seniman kongkil, sehingga bisa dilakukan Langkah-langkah konkrit untuk eksistensi dan keberadaannya.


PENDAHULUAN
Tuntutan kepada Pemerintah Desa pasca lahirnya undang-undang desa menjadi sebuah keniscayaan, mengingat keterbatasan kualitas sumberdaya manusia, serta kelembagaan desa membuat pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan menjadi tugas yang berat, sehingga di perlukan kerjasama antar lini dalam lembaga pemerintah, selain itu model kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta menjadi salah satu alternatif yang bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan.

Bentuk serta model kolaborasi sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, hal ini bis akita lihat dari beberapa kajian terdahulu, antara lain: Kolaborasi antar pemerintah, akademisi, dengan pelaku pariwisata (pebisnis) serta media  masa,  dan  juga masyarakat, dirasakan cukup baik dan berhasil untuk mengembangkan wisata desa, dimana masing-masing aktor memiliki peran yang maksimal (I Wayan Pugra, 2021)

Kolaborasi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas lembaga, menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata di daerah (Edoardus E. Maturbongs, 2020). Upaya kolaborasi dimulai dengan diskusi bersama dan penyamaan persepsi, yang kemudian dilanjutkan dengan Menyusun program, dan pelaksanaan di lapangan, sehingga semua pihak dapat terlibat secara maksimal untuk tujuan bersama (Sudirman, Tombora, & Tarifu, 2022). Pendekatan collaborative Governance bisa menjadi alternatif atau solusi bagi pengembangan pariwisata, karena keterlibatan dalam aktifitas adil dan merata, sehingga dapat memaksimalkan upaya yang dilakukan (Matthoriq, 2021)

Kolaborasi yang sudah banyak dilakukan, ternyata sangat efektif, sehingga bisa diaplikasikan untuk berbagai kegiatan, khususnya yang dialami oleh pemerintahan desa, hal inilah yang kemudian kami gagas untuk coba di terapkan di Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponrogo, supaya dapat mengembangkan potensi kesenian lokal yang ada di desa, menjadi lebih kuat dan tetap eksis.

Keterbatasan pemerintahan desa dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan praktik-praktik pembangunan dan pemberdayaan menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, supaya kendala yang muncul bisa diantisipasi. Keterbatasan pemerintahan desa secara spesifik antara lain, kapasitas sdm yang dimiliki, yang menyebabkan tidak adanya inovasi dan kreatifitas yang bisa mengangkat potensi buday alokal, untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal yang terletak di Kabupaten Ponorogo merukan salah satu desa yang memiliki potensi kebudayaan beragam dan bervariatif, salah satunya adalah kesenian kongkil, namun desa mengalami kesulitan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, diharapkan dengan adanya kolaborasi bisa memberikan alternatif dan juga solusi untuk melakukan pengembangan terhadap kesenian tersebut, apakah di buatkan program-program yang inovatif maupun kreatif, yang jelas pemerintah desa memiliki keterbatasan dalam  melakukan upaya pengembangan kesenian kongkil

PELAKSANAAN DAN METODE
Praktik Collaborative Governance  yang dilakukan pada kesempatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa dalam upaya pengembangan kesenian kongkil, mencoba  akan dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni:
1. Melakukan Focus Grub Discussion, bersama pemerintah desa, akademisi seniman, pengrajin kongkil, 

2. membuat rekomendasi untuk pembuatan buku, 
3. Penyusunan Buku kesenian kongkil,
4. Melakukan pengarsipkan dan launching buku tentang kesenian kongkil.

Pelaksanaan tahapan yang sudah diuraikan diatas nantinya akan melibatkan partisipasi dari Pemerintah Daerah, Akademisi, Pengrajin Kesenian dan juga Senimanya supaya bisa merumuskan program yang baik dan efektif, untuk eksistensi kesenian Kongkil.
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Gambar 1. Flowchat penyusunan Buku Kesenian Kongkil

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Praktik pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan menggunakan model Collaborative Governance dalam upaya melestarikan kesenian kongkil, adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Melakukan Focus Grub Discussion (FGD) yang melibatkan, pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan juga seniman kongkil desa bungkal, dalam kegiatan tersebut menghasilkan beberapa keputusan, antara lain:

1) Membuat buku tentang kesenian kongkil

2) Saling bahu-membahu untuk melestarikan kesenian kongkil

3) Mendukung regenerasi kesenian kongkil

4) Melakukan literasi terhadap kesenian kongkil supaya masyarakat tahun tentang keberadaan kesenia kongkil
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Gambar 2. Proses FGD Collaborative Govenance untuk Kesenian Kongkil

Sumber: Dokumentasi Peneliti

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Dari hasil pengabdian, ini menunjukan keterlibatan semua pihak dalam upaya peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan kesenian kongkil, hal ini menandakan bahwa aktor tersebut memberikan kontribusi terhadap kelestarian kesenian, dengan membuat buku tentang kesenian kongkil.

UCAPAN TERIMA KASIH
Kami haturkan terimakasih kepada Pemerintahan Desa Bungkal  atas kesempatan dan izinnya, selain itu kami ucapkan terimakasih atas dukungan dari LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo
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